Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,

%" Kemen oo pendanenengon
E=+=3 @ www.kemendikdasmen.go.id
63177
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Lampiran: Lima lembar
Hal : Pendampingan Sekolah Model PAUD Tahap 1

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (daftar terlampir)

Dalam rangka mendukung keberlanjutan implementasi Pembelajaran Mendalam
(PM) dan Pembelajaran Berpikir Komputasional serta Kecerdasan Artifisial (PBK-KA)
pada satuan PAUD yang ditetapkan sebagai Sekolah Model, Direktorat Pendidikan
Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan
melaksanakan Pendampingan Sekolah Model PAUD Tahap 1.

Pendampingan ini merupakan bagian dari proses penguatan dan upaya memastikan
implementasi program Sekolah Model melalui pendekatan yang kolaboratif dan
reflektif. Kegiatan akan dilaksanakan melalui observasi lapangan terhadap praktik
pembelajaran di satuan PAUD, refleksi bersama kepala satuan dan pendidik, serta
penguatan strategi implementasi PM dan PBK-KA yang sesuai dengan karakteristik
dan kebutuhan anak usia dini.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat PAUD akan melakukan kunjungan ke
Sekolah model PAUD di wilayah kerja Saudara. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada
rentang tanggal 6 s.d. 12 September 2026 dan Kabupaten/kota sebagaimana
terlampir. Untuk informasi lebih lanjut dapat diperoleh dari narahubung kami, yaitu
Sdr. Alexander (082123035441).

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal PAUD Dasmen
2. Sekretaris Ditien PAUD Dasmen

o, Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknyo merupakan alat bukti yang sah.”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah

extronik sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.



Lampiran Surat 1
Nomor : 2659/B/C2/DM.00.02/2026
Tanggal :28 Agustus 2026

Yth.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sleman

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung

Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Malang

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Magetan

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto

9. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang
10.Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon
11.Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pati

12.Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
13.Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
14.Kepala Dinas Pendidikan Kab. Garut

15.Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tangerang
16.Kepala Dinas Pendidikan Kota Adm. Jakarta Barat
17.Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kebumen
18.Kepala Dinas Pendidikan Kab. Klaten
19.Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tuban
20.Kepala Dinas Pendidikan Kab. Temanggung
21.Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kudus
22.Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon
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ey Cotatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknyo merupakan alat bukti yang sah.”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah
sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.




Lampiran Surat 2
Nomor

. 2659/B/C2/DM.00.02/2026

Tanggal :28 Agustus 2026

Daftar Kab/Kota dan Petugas
Kegiatan Pendampingan Sekolah Model PAUD Tahap 1

o Jumlah
No Provinsi Kab./Kota Sekolah Petugas Tanggal
1. Kurniawan 6-9
Kota Tangerang 2. Mareta Wahyuni
1 |Banten Selatan 2 3. Fitri lzzatunisa gggéember
4. BPMP Banten
1. Yoto
2. Ali Nugraha 8-11
2 |DIY Kab. Sleman 2 3. Ikhwan September
4. BPMP D.I. 2026
Yogyakarta
1. Eriva Syamsiatin
2. Dian Septiany 7-9
3 |Jawa Barat g::)a.tBandung 1 3. lrawati Malinda |September
4. BBPMP Jawa 2026
Barat
1. Vina Adriany
2. ﬁlexander Julio 14
4 |Jawa Barat |Kota Bandung 2 3. Ryan Prasetya gggéember
4. BBPMP Jawa
Barat
1. Yulianti
Siantayani 7-10
5 |Jawa Timur |Kab. Malang 2 2. Lista Apriliani September
3. BBPMP Jawa 2026
Timur
1. Arika
2. Febianto AdhiP |7 -9
6 |Jawa Timur |Kab. Magetan 1 3. Silva September
4. BBPMP Jawa 2026
Timur
1. Aris
Ciptaningtyas 7-9
7 |Jawa Timur |Kota Mojokerto 1 2. Faradita September
3. BBPMP Jawa 2026
Timur
1. Gunarti Dwi
Lestari 7-10
8 |Jawa Timur |Kota Malang 2 2. TriAstuti P September
3. BBPMP Jawa 2026
Timur

_ Catatan:

" 1. UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronlk dan/atau hasil cetaknyo merupakan alat bukti yang soh.”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah
sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.
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. Jumlah
No Provinsi Kab./Kota Sekolah Petugas Tanggal
1. Nita Priyanti 7-9
9 [Maluku Kota Ambon 2 2. Naida Camila September
3. BPMP Maluku [2026
1. Rahmita PS 7.9
Jawa . 2. Imam Rohadi
10 Tengah Kab. Pati 1 3 BBPMP Jawa September
2026
Tengah
1. Sisilia Maryati
Jawa 2. Agustinus 7-9
11 Tengah Kota Salatiga 1 3 BBPMP Jawa September
2026
Tengah
1. Rudiyanto
Sumatera | Kota 2. EfendiVerantorn |7 -9
12 Utara Pematangsiantar 1 S September
g 3. BPMP Sumatera |2026
Utara
1. Yuliani Nurani 7-9
13 |[Riau Kota Pekanbaru 1 2. Sarah Putri September
3. BPMP Riau 2026
1. Azizah Muis
2. lwan Setiawan
3. Amelia 9-11
14 |Jawa Barat [Kab. Garut 1 ' September
Indrawantyas 2026
4. BBPMP Jawa
Barat
1. Mareta wahyuni |10 -12
15 |Banten Kab. Tangerang 1 2. Minerva September
3. BPMP Banten 2026
1. Harris Iskandar
2. Anggreini 10 - 12
Kota Adm. 3. Dian Septiany
16 |DKI Jakarta Jakarta Barat 1 4 Rena gggéember
5. BPMP DKI
Jakarta
1. Aris
Jawa Ciptaningtyas 10-12
17 Tenaah Kab. Kebumen 1 2. Dwi Atmi September
9 3. BBPMP Jawa  |2026
Tengah
1. Sisilia Maryati
Jawa 2. EfendiVeranton [10-12
18 Kab. Klaten 1 S September
Tengah 3. BBPMP Jawa  |2026
Tengah
. 1. Arika Novrani 10-12
19 |Jawa Timur |Kab. Tuban 1 > Ari Hardono September

_ Catatan:

" 1. UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronlk dan/atau hasil cetaknyo merupakan alat bukti yang soh.”

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah
sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.
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s Jumlah
No Provinsi Kab./Kota Sekolah Petugas Tanggal
3. BBPMP Jawa 2026
Timur
1. Eriva Syamsiatin 10 - 12
20 Jawa Kab. 1 2. Damar Prabu September
Tengah Temanggung 3. BBPMP Jawa 2056
Tengah
1. Rahmita PS 10 - 12
Jawa 2. Agus Wahyu
21 Tengah Kab. Kudus 1 3 BBPMP Jawa September
2026
Tengah
1. Irma Yuliantina
2. Agustinus 10-12
22 |Banten Kota Cilegon 1 3. Fahmianini September
Khoirunnisa 2026
4. BPMP Banten
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini,
Kurniawan

o, Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknyo merupakan alat bukti yang sah.”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah
sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.



Lampiran Surat 3
Nomor : 2659/B/C2/DM.00.02/2026
Tanggal : 28 Agustus 2026

Jadwal Kegiatan

Waktu Kegiatan
Observasi Pembelajaran di Satuan PAUD sasaran (observasi
07.30-11.00
lapangan)
Refleksi (temuan hasil observasi dan pengalaman pendidik
11.00-12.00

selama melaksanakan pembelajaran)

12.00 - 13.00 Istirahat, Salat, Makan

13.00 - 16.00 Penguatan Implementasi PM dan PBK-KA

*)Jadwal tentative

o, Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknyo merupakan alat bukti yang sah.”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah
sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.



